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Abstract 
__________________________________________________________________ 
 
This writing aimed at ascertaining the form of legal protection to consumer in the 
agreement on purchase of the commercial of flats not yet built and legal remedy 
that can be carried out by the consumers if the development agents do outstanding 
achievements, by using the method normative legal research, through laws and 
conceptual approach in order to get views and the doctrine argumentation law as 
the basis on an issue the treatment law. Based on the result of research be seen 
that, the form of legal protection to consumer in the agreement on purchase of the 
commercial of flats not yet built, that consumers who buy commercial of flats not 
yet built if in fact the developer not build or establish but late or build but not to 
fit as promised in pamphlets it can be said has done or wanprestasi reneging on 
its promises. Legal efforts to be made by consumers, if investors builders/parties 
not doing outstanding achievments (build flats commercial), namely submit a 
claim compensation and flowers like that have been regulated in the law number 
8 years 1999 about consumer protection and act number 20 year 2011 about flats. 
Key words: legal protection, consumer, buy and sell, flat 
 
Abstrak 
__________________________________________________________________ 
 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 
konsumen dalam perjanjian jual beli rumah susun komersial yang belum dibangun 
dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen apabila pelaku 
pembangunan tidak melakukan prestasinya, dengan menggunakan metode 
penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang dan konseptual 
guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas 
isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, bentuk 
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah susun 
komersial yang belum dibangun, bahwa konsumen yang membeli rumah susun 
komersial yang belum dibangun jika kenyataanya pengembang tidak membangun 
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atau membangun tetapi terlambat atau membangun tetapi tidak sesuai yang 
dijanjikan dalam brosur maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau 
wanprestasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, apabila 
pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya (membangun rumah susun 
komersial), yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar waprestasi berupa 
penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. 
Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, jual beli, rumah susun 
 
Latar Belakang 
Rumah tinggal termasuk sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam 
kehidupan berumah tangga, dan salah satu tujuan pembangunan, yaitu untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup bagi rakyat. 
Di dalam usaha untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan 
perumahan, diperlukan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang 
layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama 
golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) dengan pertimbangan 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan 
partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab dan kewajiban negara dalam 
penyelenggaraan rumah susun sehingga perlu diganti, maka dicabut oleh 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5252) untuk selanjutnya dalam proposal 
Tesis ini akan disebut UURS. 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun, yang dimaksud dengan: “Rumah susun adalah bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-
bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal 
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”. 
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Akhir-akhir ini pembangunan rumah susun yang tentunya dibangun oleh 
pengembang untuk memenuhi kebutuhan atas rumah bagi masyarakat yang 
berpenghasilan menengah ke atas, namun dasar hukum yang mengatur 
mengenai perumahan dalam bentuk rumah susun komersial didasarkan atas 
UURS, sehingga jika didasarkan atas UURS sebenarnya adalah kurang tepat. 
Pembangunan rumah susun komersial banyak dijumpai di kota-kota 
besar yang dibangun oleh pengembang, meskipun demikian tidak ada 
ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, selama ini yang digunakan 
adalah UURS. Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang 
dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu dapat dilihat 
dari masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum dapat 
menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan 
terbentuknya kawasan kumuh.  
Akhir-akhir ini banyak permasalahan rumah susun yang muncul 
dipermukaan, hal tersebut dikarenakan tingginya investasi rumah susun yang 
tidak dilengkapi dengan pengetahuan hukum yang terkait dengan rumah susun 
di kalangan masyarakat luas, sebenarnya pengaturan mengenai rumah susun 
mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan pembangunan rumah 
hunian dengan tanah diatas hak milik perorangan (privat).  
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan 
masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan 
yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun 
dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang 
lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi 
daerah yang kumuh. 
Menurut A.Ridwan Halim, dalam Hukum Rumah Susun dianut asas 
pemisahan, yaitu : 
a. Asas pemisahan vertikal, merupakan asas dalam Hukum Rumah Susun yang 
membagi-bagi secara terpisah, dengan tujuan agar tiap-tiap satuan satuan 
rumah susun itu dapat dimiliki ataupun dihuni secara tersendiri, terpisah dari 
satuan-satuan rumah susun lainnya; 
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b. Asas pemisahan horizontal, merupakan asas dalam Hukum Rumah Susun 
yang membagi, memisahkan, dan membedakan antara status satuan-satuan 
rumah susun yang merupakan hak milik pribadi masing-masing dari para 
“mede-eigenaars” dengan tanah dimana gedung rumah susun mereka itu 
berdiri yang merupakan hak milik bersama dari para “mede-eigenaars”.4  
Kedua asas pemisahan tersebut dikenal dalam Hukum Rumah Susun kita, 
meskipun demikian dalam penerapannya terbukti telah mampu turut 
menunjang terwujudnya wajah kelembagaan hukum yang baru, yakni Hukum 
Rumah Susun itu sendiri yang merupakan salah satu wujud dari Hukum 
Kondominium yang senantiasa mengatur perpaduan antara obyek hak milik 
pribadi masing-masing dan obyek hak milik bersama dari para “mede-
eigenaars” dalam satu kesatuan fungsional.5 
Bergelut dalam bidang Rumah Susun tentu saja berbeda dengan bidang-
bidang ekonomi lainnya. Karena itulah, sebelum berminat menekuni hal ini 
menjadi hal yang penting untuk mengetahui karakteristik yang melekat pada 
produk Rumah Susun.
6
 Oleh karena itu harus ada aturan hukum yang tegas 
untuk mengatur tentang Rumah Susun agar tidak terjadi kesalahan dalam 
penerapannya. 
Di dalam Pasal 2 UURS Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:  
a. Kesejahteraan; 
b. Keadilan dan pemerataan; 
c. Kenasionalan; 
d. Keterjangkauan dan kemudahan; 
e. Keefisienan dan kemanfaatan; 
f. Kemandirian dan kebersamaan; 
g. Kemitraan; 
h. Keserasian dan keseimbangan; 
i. Keterpaduan; 
j. Kesehatan; 
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k. Kelestarian dan berkelanjutan; 
l. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan 
m. Keamanan, ketertiban, dan keteraturan.  
Dalam Undang-undang ini penyelenggaraan rumah susun bertujuan 
untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan 
dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan 
pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, 
memberdayakan para kepemilikan kepentingan, serta memberikan kepastian 
hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah 
susun.  
Menurut Adrian Sutedi secara sederhana pelaku dalam Rumah Susun 
terbagi dalam empat agen, yakni sebagai berikut: 
a. Pengembang (developer), yakni seseorang atau perusahaan yang 
mengharapkan keuntungan dengan kegiatan pengembangan Rumah Susun; 
b. Pengguna (user), seseorang atau perusahaan yang memperoleh keuntungan 
dengan memanfaatkan atau memiliki Rumah Susun; 
c. Investor, seseorang atau perusahaan yang mengharapkan keuntungan dari 
modal yang ditanamkan untuk berinvestasi Rumah Susun; 
d. Spekulator, yakni seseorang atau perusahaan yang memperoleh keuntungan 
dari spekulasi penempatan modal dalam investasi Rumah Susun. 
Selain itu masih ada beberapa faktor lain yang terlibat dalam dunia pasar 
Rumah Susun seperti banker, pengacara, atau konsultan hukum yang terkait 
dengan keabsahan transaksi, pihak asuransi, dan lain-lain.
7
 
Pelaku pembangunan dapat saja melakukan pemasaran sebelum 
pembangunan rumah susun dilaksanakan, namun  rumah susun yang telah 
dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk 
dihuni dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal pemasaran 
dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan pelaku 
pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki kepastian peruntukan ruang, 
kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan 
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pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari 
lembaga penjamin.  
Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun, 
segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan atau agen 
pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (selanjutnya 
disebut PPJB) bagi para pihak sebagaimana Pasal 42 UURS.  
Menurut Suyono dalam PPJB antara kedua belah pihak yakni developer 
maupun pembeli, akan berkaitan dengan suatu risiko yang timbul. Beberapa 
risiko yang timbul antara lain sebagai berikut:
8
 
a. Developer terlalu optimis terhadap proyeknya, walaupun belum menguasai 
tanahnya, bahkan belum memperoleh izin lokasi, sehingga calon pembeli 
akan menderita rugi; 
b. Kemungkinan penyalahgunaan pemasaran pendahuluan dengan pembayaran 
uang pesanan (panjertanda jadi) oleh developer yang mempunyai niat buruk; 
c. Format perjanjian standar pada perikatan jual beli biasanya ditentukan 
secara sepihak oleh developer. Hal ini menimbulkan ketidakadilan 
khususnya bagi calon pembeli. 
Jika mengacu pada Pasal 43 ayat (1) UURS menyatakan bahwa proses 
jual beli satuan rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat 
dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris, dan Pasal 43 ayat (2) 
UURS menyatakan bahwa PPJB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan 
tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, 
dan keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen), sesuai hal yang 
diperjanjikan.  
Proyek pembangunan rumah susun komersial Millenium Village milik 
PT. Lippo Karawaci Tbk, meskipun belum dibangun, dengan maket yang 
ditawarkan beserta spesifikasi, telah mendapatkan respons yang positif dari 
masyarakat. Kawasan terpadu yang di dalamnya juga terdapat proyek ini 
menjadi incaran para pembeli.  Menurut pengembang sudah 85% unit rumah 
susun komersial itu terjual, hal ini menunjukkan bahwa proyek ini diminati 
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oleh masyarakat. Proyek rumah susun komersial ini dibangun menjadi dua 
tower bertajuk Hillcrest House dan Fairview House. Rencananya pembangunan 
ini akan rampung sekitar tahun 2018.  Menurut pihak PT. Lippo Karawaci Tbk 
untuk membangun rumah susun komersial ini, pihaknya mengeluarkan dana 
mencapai Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). Angka 
tersebut dinilai cukup wajar untuk membangun sebuah rumah susun komersial 
mengingat permintaan akan sebuah hunian di Jabodetabek terus meningkat 
tajam. Menurut pihak PT. Lippo Karawaci Tbk, kawasan Millenium Village 
yang saling terkoneksi satu sama lain menjadi faktor yang paling kuat mengapa 
masyarakat ingin tinggal di tempat ini. Nantinya dikawasan ini juga akan 
dibangun beberapa proyek pembangunan seperti universitas, pusat 
perbelanjaan, perkantoran, pusat  kesehatan,  hotel dan sebagainya.
9
 
Rumah susun komersial yang belum terlihat secara fisik telah dijual 
bahkan biasanya pemasaran unit rumah susun komersial ini sebelum tiang 
pancang dibangun, pengembang menawarkannya melalui pameran-pameran 
ataupun  stand-stand di mal. Hal ini menjadi lumrah bagi para pengembang, 
ingin memastikan unitnya laku terjual sebelum rumah susun komersial tersebut 
dibangun. Namun tentu saja pengembang yang menawarkan unit yang belum 
mulai dibangun ini harus sudah memiliki kelengkapan dokumen 
pembangunannya. Pengembang biasanya telah memiliki contoh unit yang akan 
dibangun sehingga calon pembeli bisa melihat atau memiliki gambaran akan 
unit yang hendak dibeli. Investor akan memutuskan untuk membeli atau tidak 
membeli unit tersebut. 
Investor bersedia membeli unit yang belum dibangun dengan alasan 
investor akan mendapatkan potongan harga yang banyak atau harga promo dari 
pengembang. Ini salah satu faktor utama investor mau menanamkan investasi 
di unit yang belum selesai. Potongan harga yang diberikan sangat besar, jauh 
lebih murah dibandingkan kalau membelinya dalam keadaan sudah jadi. 
Mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan modal yang sedikit, cukup 
dengan membayar uang muka unit rumah susun komersial telah menjadi hak 
milik. Pada saat unit mulai dibangun, unit tersebut sudah bisa mulai dijual 
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dengan harga yang tinggi. Investor dapat lebih leluasa memilih lokasi rumah 
susun komersial, baik letak tower, lantai maupun view tersebut sehingga 
dengan harga yang murah dapat membeli unit dengan lokasi terbaik. Pemilihan 
lokasi ini menjadi faktor penentu utama keberhasilan investor untuk menjual 
kembali unit tersebut dengan harga yang tinggi.
10
 
Membeli rumah susun komersial sebelum dibangun tentunya sangat 
rentan bagi calon pembeli tersebut, karena selain tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, dapat saja pengembang tidak membangun rumah susun 
komersial tersebut, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan 
hukum.  
Penjualan rumah susun komersial yang dibuat dalam PPJB yang 
bermasalah, PT. Makmur Jaya Serasi, pengembang rumah susun komersial di 
Kelapa Gading Square. Meskipun masih dalam bentuk tanah datar pengembang 
telah menjualnya dan di antara pembelinya adalah PT. Dae Song Construction, 
membeli 4 (empat) unit satuan rumah susun dan dibuat dalam bentuk 4 (empat) 
PPJB. Janji penyerahan 4 (empat) unit satuan rumah susun ternyata tidak 
dipenuhi oleh PT. Makmur Jaya Serasi, karena hingga saat gugatan diajukan 
masih berupa kerangka bangunan. PT. Dae Song Construction mengajukan 
gugatan pembatalan PPJB dikarenakan PT. Dae Song Construction merasa 
bahwa PT. Makmur Jaya Serasi telah melanggar perjanjian yang telah 
disepakati diawal.  
Atas gugatan yang diajukan tersebut PT. Makmur Jaya Serasi 
menyatakan bahwa PT. Dae Song Construction telah wanprestasi karena tidak 
menepati kewajiban prestasinya untuk menyerahkan uang angsuran sesuai 
dengan PPJB atas satuan rumah susun. Alasan PT. Dae Song Construction 
tidak melanjutkan angsuran disebabkan pada saat tanggal 31-03-2006 (tiga 
puluh satu Maret dua ribu enam) merupakan tanggal yang disepakati para 
pihak untuk melakukan serah terima atas satuan rumah susun, didalam PPJB 
menyebut merupakan waktu penyelesaian yang disepakati antara pengembang 
dengan calon pembeli. Calon pembeli telah mengangsur sebanyak 9 (sembilan) 
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kali yakni angsuran pertama tertanggal 01-06-2005 (satu Juni dua ribu lima), 
mulai Juni 2005 (dua ribu lima) sampai Maret 2006 (dua ribu enam). Saat 
tanggal 31-03-2006 (tiga puluh satu Maret dua ribu enam) calon pembeli sadar 
bahwa serah terima tidak mungkin dapat dilakukan mengingat saat dilakukan 
pengecekan di lokasi ternyata masih berupa kerangka bangunan dan saat itu 
pula calon pembeli berhenti mengangsur cicilannya. 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan, yaitu putusan 
No.75/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 16 Juli 2007 amarnya menyatakan 
Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kelapa 
Gading Square No.090/MJS/FW-EG/026/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005, 
No.091/ MJS/ FW-EG/026/ X/2005 tanggal 17 Oktober 2005, No.092/ 
MJS/FW-EG/035/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan 
No.093/MJS/FWEG/035/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005. 
Pada tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan 
Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan 
oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.45 PDT/2008 /PT.DKI.,   
tanggal 10 Juni 2008 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor: 75/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juli 2007. 
Mahkamah Agung memeriksa pada tingkat kasasi, dengan putusan 
No.325K/Pdt/2009, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 
No.45/Pdt/2008/ PT.DKI tanggal 10 Juni 2008 yang menguatkan Putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 75/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 16 
Juli 2007 mengabulkan permohonan Kasasi PT. Makmur Jaya Serasi, dengan 
pertimbangan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili  perkara ini. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dirumuskan beberapa 
permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk 
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah susun 
komersial yang belum dibangun? 2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh 
pihak konsumen, apabila pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya 
(membangun rumah susun komersial)? 
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode 
penelitian hukum normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-
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undangan (statute apprroach). Selanjutnya dianalisis dengan interpretasi undang-
undang yang didukung oleh konsep relevan. Perundang-undangan yang dimaksud 
adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang tersebut sebagai 
objek isu dan sebagai dasar pijakan untuk memberikan argumentasi atas isu 
hukum yang diteliti. 
 
Pembahasan 
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual 
Beli Rumah Susun Komersial yang Belum Dibangun 
Pada prinsipnya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum 
terhadap konsumen dalam aspek hukum perdata, diatur di dalam Pasal 1320 
KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya 
perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : 
1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming van 
dengenen die zich verbiden); 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om een 
verbintes aan te gaan); 
3. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp); dan 
4. Suatu sebab yang halal (een geloofde oorzaak). 
Pasal 1234 KUH Perdata membedakan prestasi atas : 
a. Memberikan sesuatu 
b. Berbuat sesuatu 
c. Tidak berbuat sesuatu 
Menurut analisa penulis dalam tesis ini termasuk prestasi yang tidak 
berbuat sesuatu, hal ini ditandai apabila pelaku pembangun tidak melakukan 
prestasinya (membangun rumah susun komersial) maka konsumen berhak 
menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Disamping itu 
konsumen juga dapat menuntut uang pemaksa (dwangsom) dengan 
mengemukakan bahwa pelaku pengembang tidak memenuhi kewajibannya. 
Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam yaitu: 
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a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, 
b. Debitur  terlambat memenuhi perikatan, 
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 
Jadi dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen 
dalam jual beli rumah susun komersial disini adalah berupa hak-hak, yaitu: 
1. Hak menuntut pemenuhan perjanjian; 
2. Hak menuntut pemutusan perjanjian; 
3. Hak menuntut ganti rugi; 
4. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; 
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.11 
Sedangkan dibentuknya UU PK bertujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum kepada kosumen yang pada umumnya mempunyai posisi 
yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Sehingga maksud dari 
perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang diberikan negara kepada 
rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
bersifat preventif maupun bersifat represif. Perlindungan Hukum adalah  
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 4 menyebutkan 
Hak konsumen adalah: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
                                                          
11
 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III 
tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 26. 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan 
lainnya. 
Hak-hak tersebut dapat merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap 
konsumen dalam jual beli rumah susun komersial apabila pelaku usaha tidak 
melakukan prestasi yang telah disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat 
oleh kedua belah pihak. Didalam UUPK juga disebutkan kewajiban pelaku 
usaha atau dalam tesis ini disebut dengan pelaku/ pihak pembangun, yaitu 
terdapat pada pasal 7 UUPK, yang berbunyi: 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan; 
c.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
d.  Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 
e.  Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
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g.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Dalam hukum perdata terjadi hubungan hukum antara subjek hukum 
yang ditandai dengan adanya perjanjian diantara para pihak, dengan adanya 
perjanjian tersebut maka para pihak terikat oleh perjanjian tersebut untuk 
melaksanakan kewajiban dan haknya. Dalam salah satu pihak tidak 
melaksanakan kewajiban inilah yang mengakibatkan dilanggarnya hak pihak 
lain sehingga pihak yang dirugikan harus mendapat perlindungan hukum. 
UUPK juga mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha (pihak/ pelaku 
pembangun), yaitu terdapat pada Pasal 9 yang berbunyi: 
i. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:  
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;  
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, 
ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;  
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;  
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;  
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;  
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;  
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau 
jasa lain; 
j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak 
keterangan yang lengkap;  
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.  
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ii. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
diperdagangkan.  
iii. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 
tersebut. 
Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban 
subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankan 
dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum berfungsi sebagai 
perlindungan kepentingan manusia , untuk itu hukum memang harus 
dilaksanakan dan dijalankan.
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Sanksi pidana bukanlah yang diharapkan konsumen. Konsumen lebih 
mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, dalam hal konsumen 
dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi 
atau perbuatan melanggar hukum.
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Khusus untuk konsumen perumahan termasuk rumah susun, terdapat 
perlindungan hukum yang telah diatur dalam UURS, serta PP UURS, beberapa 
ketentuan tersebut membebankan kewajiban kepada penjual (badan hukum) 
untuk memenuhi persyaratan teknis, adminitratif  maupun keperdataan dengan 
ancaman sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana.
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Hal ini berarti untuk pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan UURS 
tidaklah memakai ketentuan UUPK yang bersifat umum melainkan 
menggunakan ketentuan yang bersifat khusus yaitu UURS, mengingat adanya 
asas lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum, yang 
mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan 
aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang 
berjudul Hukum Positif Indonesia ada beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:
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Eman Ramelan, Perlindungan Hukum lBagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah 
Susun Rumah Susun/ Strata Title/ Apartemen, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hlm. 
33. 
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Ibid.,  hlm. 38. 
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Ibid.,  hlm. 45. 
15
 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 56. 
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1 Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap 
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 
2 Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 
3 Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum 
(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk 
lingkungan hukum keperdataan. 
Dalam UURS secara tidak langsung mengatur tentang bentuk 
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses jual beli rumah susun 
komersial yang belum dibangun hal ini ditandai dengan adanya larangan bagi 
pihak/ pelaku pembangun, setiap bentuk dari suatu larangan pasti akan 
menimbulkan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. 
Larangan yang dimaksud yaitu terdapat dalam pasal 97 UURS, yang berbunyi: 
“setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari 
kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 
20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang 
dibangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).” 
Memperhatikan uraian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi calon 
pembeli rumah susun komersial yang diikat dalam PPJB padahal tingkat 
keterbangunan rumah susun belum memenuhi persyaratan paling sedikit 20 % 
(dua puluh persen), dapat dijelaskan bahwa di dalam ketentuan Pasal 43 ayat 
(2) huruf d UURS telah dengan tegas melarang pelaku pembangunan 
memasarkan dan menjual rumah susun komersial melalui PPJB, padahal 
keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) belum terpenuhi menurut 
penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf d UURS bahwa yang dimaksud dengan 
“keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen)” adalah 20% (dua puluh 
persen) dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang 
dipasarkan. Selain itu Pasal 98 UURS menyebut Pelaku pembangunan dilarang 
membuat PPJB:  
a. Yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau  
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b. Sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2). 
Hubungan hukum terjadi karena suatu hubungan antara pelaku usaha 
yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan di melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana pasal 1 angka 3 UUPK dengan 
konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pernyataan tidak untuk 
diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK menurut 
Gunawan Widjaja “yang dinyatakan dalam definisi ini konsumen ini ternyata 
memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh 
undang-undang ini”. Konsumen dalam hal ini adalah para pengguna barang 
dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hubungan tersebut tanpa 
dengan perantaraan pihak lain, yang berarti bahwa terjadi hubungan secara 
langsung dalam hal ini antara pengembang pembangunan rumah susun 
komersial dengan para pembeli. 
Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu akibat hukum, dalam jual 
beli rumah susun komersial pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang 
telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha (perjanjian baku/standar). 
Perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) dan 
konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolak. 
Kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan perjanjian baku dalam jual beli 
properti adalah karena dicantumkannya klausul eksonerasi (exception clause). 
Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau 
bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang seharusnya dibebankan 
kepada pelaku usaha. Di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK diatur 
mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen atau 
perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. 
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B. Upaya Hukum Konsumen, Apabila Pelaku/ Pihak Pembangun Tidak 
Melakukan Prestasinya (Membangun Rumah Susun Komersial) 
Dalam hal pelaku/ pihak pembangun tidak melakukan prestasinya yaitu 
membangun rumah susun komersial dapat dikatakan pelaku/ pihak pembangun 
tersebut wanprestasi atau ingkar jani. Arti wanprestasi atau ingkar janji tidak 
dijumpai dalam KUH Perdata,pada Pasal 1239 KUH Perdata, disebutkan 
bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 
sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan 
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan 
bunga. Dijumpai pula dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa penggantian 
biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai 
diwajibkan, apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya, yang berarti bahwa sebab tidak dipenuhinya perikatan 
membawa akibat debitur diwajibkan memberikan ganti kerugian. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, seseorang dikatakan telah 
memenuhi unsur-unsur wanprestasi apabila:
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a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan; 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
Debitor dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya, 
atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau memenuhi 
tetapi terlambat dari waktu yang diperjanjikan dan disepakati bersama oleh 
debitor dan kreditor. 
Dalam hal upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila pelaku/ 
pihak pembangun tidak melakukan prestasinya dalam hal ini membangun 
rumah susun komersial adalah dapat dilihat pada UURS yang telah mengatur 
                                                          
16
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45. 
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larangan seperti telah dibahas sebelumnya, dan mengenai penyelesaian 
sengketa, yang terdapat pada Pasal 105 UURS, yang berbunyi : 
(1) Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat 
tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan 
yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan 
berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui 
alternatif penyelesaian sengketa.  
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. 
Sanksi administratif juga dapat dibebankan kepada pelaku pembangun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UURS bahwa setiap orang yang 
menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 
ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 
52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif. Menurut Pasal 108 ayat (1) UURS sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa:  
a. Peringatan tertulis;  
b. Pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;  
c. Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;  
d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah 
susun; 
e. Pengenaan denda administratif;  
f. Pencabutan IMB;  
g. Pencabutan sertifikat laik fungsi;  
h. Pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;  
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i. Perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau  
j. Pencabutan izin usaha. 
Namun di antara Pasal-Pasal yang dapat dikenakan sanksi administratif 
tersebut tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 UURS, yang berarti 
bahwa sebagai contoh, PT. Makmur Jaya Serasi yang melakukan perbuatan 
melanggar Pasal 43 ayat (2) huruf d UURS tidak dapat dikenakan sanksi 
administratif. 
Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada PT. Makmur Jaya Serasi 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 UURS, bahwa Pelaku pembangunan 
yang membuat PPJB yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau sebelum 
memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(2); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). Pasal 98 Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB:  
a. Yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau  
b. Sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2). 
Dan juga Pasal 117 UURS dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka 
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda terhadap orang selain pidana denda badan hukum dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status 
badan hukum. 
Sedangkan untuk penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK 
diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut 
Pasal 1 angka 11 UUPK adalah badan yang bertugas menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah salah satu lembaga 
peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan 
kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut UU No.8 Tahun 1999  
bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga 
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pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur 
pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau 
diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan 
konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat 
atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti 
lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat 
mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak sebagaimana Pasal 52 UU 
PK. Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 
konsumen, dengan cara: 
a. Melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;  
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c.  Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d.  Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam UU PK; 
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen; 
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 
g.  Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
h.  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU PK; 
i.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi 
panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; 
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; 
k.  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak konsumen; 
l.  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
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pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan Undang-undang ini. 
Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan 
sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang 
anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, 
unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera 
dan putusan majelis bersifat final dan mengikat. 
Pengembang pembangunan rumah susun komersial yang wanprestasi 
memberikan hak kepada konsumen untuk memilih sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1267 KUH Perdata yaitu, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk 
memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut 
pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. 
Membatalkan perjanjian, menurut Utrecht sebuah ketetapan yang tidak 
sah dikenal tiga macam yakni,: 
1. Batal (nietig/absolute nietig)  
2. Batal demi hukum (nietigheid van rechtswege)  
3. Dapat dibatalkan (verniegbaar).  
Ketetapan yang batal (neitig/absolute nietig) berarti bagi hukum 
perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan 
hukum itu tidak ada sejak semula. Ketetapan batal karena hukum atau batal 
demi hukum (nietigheid van rechtswege) berakibat suatu perbuatan untuk 
sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) 
tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan 
pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Ketetapan 
untuk dapat dibatalkan (verniegbaar) berarti bagi hukum bahwa perbuatan 
yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh 
hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan 
itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi 
hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh sebab itu 
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segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya, sampai  waktu 
pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang 
menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka 
perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah 
terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus. 
Dapat dibatalkan dan batal demi hukum dalam hukum perdata berkaitan 
dengan tidak dipenuhinya syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH 
Perdata. 
Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat 
suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan disebut dengan syarat 
obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti yang telah 
dikutip sebelumnya apabila perjanjian yang dibuat syarat obyektif tidak 
dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang 
demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada 
pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian 
itu".
17
PPJB dalam proses jual beli rumah susun komersial harus memenuhi 
persyaratan kepastian atas keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh 
persen), maksud keterbangunan 20 % (dua puluh persen) adalah 20% (dua 
puluh persen) dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang 
dipasarkan adalah batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat obyektif 
sahnya perjanjian maka PPJB tersebut adalah batal demi hukum. 
Menurut Yahya  Harahap sebagai berikut: “Jika wanprestasi itu benar-
benar menimbulkan kerugian kepada kreditor, maka debitor wajib mengganti 
kerugian yang timbul. Namun untuk itu harus  ada hubungan sebab akibat atau 
kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian”.18 Hal ini berarti bahwa di 
satu sisi PPJB Rumah susun komersial di Kelapa Gading Square 
No.090/MJS/FW-EG/026/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005, No.091/MJS/FW-
EG/026/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005, No. 092/ MJS/FW-EG/035/X/2005 
tanggal 17 Oktober 2005 dan No.093/MJS/FWEG/035/X/2005 tanggal 17 
Oktober 2005, oleh pengadilan dibatalkan (seharusnya batal demi hukum) 
                                                          
17
Subekti, Op.cit., hlm. 22. 
18
Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 65. 
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mengingat PPJB yang dibuat telah melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata 
yaitu suatu sebab yang diperbolehkan, merupakan syarat obyektif yang berarti 
berakibat PPJB batal demi hukum, di sisi yang lain  PT. Dae Song 
Construction yang membatalkan PPJB oleh PT. Makmur Jaya Serasi dalam 
eksepsinya menyatakan PT. Dae Song Construction telah wanprestasi.  
Dibatalkannya PPJB tersebut atas permohonan PT. Dae Song 
Construction dengan alasan saat tanggal janji serah terima rumah susun 
komersial ternyata masih dalam bentuk kerangka bangunan, PPJB dibuat dan 
ditandatangani di hadapan notaris PT. Makmur Jaya Serasi belum memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 43 ayat (2) huruf d UURS. 
Walaupun PPJB lahir karena asas kebebasan berkontrak tapi tidak lantas tak 
terbatas. Agus Yudha Hernoko berpendapat “kebebasan berkontrak pada 
dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi 
manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang 
mengagungkan kebebasan individu.”19 Kebebasan berkontrak tetap dibatasi 
oleh Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, “suatu sebab yang diperbolehkan” , 
Pasal 1337 KUH Perdata “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang 
oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau 
dengan ketertiban umum” dan Pasal 1339 KUH Perdata. Persetujuan tidak 
hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan 
juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan 
keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. 
PT. Makmur Jaya Serasi selaku pelaku pembangun Pasal 1 angka 15 
UURS setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan 
perumahan dan permukiman, Pasal 98 UURS menyatakan pelaku pembangun 
dilarang membuat PPJB yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau 
sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana Pasal 43 ayat (2) 
UURS maka dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum yakni melanggar undang-undang. 
 
 
                                                          
19
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 109. 
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Simpulan 
Berdasarkan kajian yang dianalisis oleh penulis maka dapat disimpulkan: 
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli 
rumah susun komersial yang belum dibangun, bahwa konsumen yang 
membeli rumah susun komersial yang belum dibangun jika kenyataanya 
pengembang tidak membangun atau membangun tetapi terlambat atau 
membangun tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dalam brosur maka dapat 
dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan 
hak kepada konsumen, yaitu berupa hak : 
a. Hak menuntut pemenuhan perjanjian; 
b. Hak menuntut pemutusan perjanjian; 
c. Hak menuntut ganti rugi; 
d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; 
e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. 
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, apabila 
pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya (membangun rumah 
susun komersial), yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar 
waprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. 
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